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Lampiran : 5 (Lima) Lembar 
Hal    : Usulan Program Layanan Hukum 
   di Lingkungan Peradilan umum 
      
 
        
Yth. Ketua Pengadilan Negeri 

di  
  Seluruh Indonesia 
  

 

Sehubungan dengan penyelenggaraan layanan hukum bagi masyarakat kurang 

mampu di Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2014, dengan ini diminta kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri untuk 

mengisi daftar usulan kebutuhan layanan hukum tersebut untuk tahun anggaran 2023, 

2024, dan 2025 melalui link s.id/layananhukum selambat – lambatnya tanggal                    

12 Desember 2022. 

Pengusulan tersebut agar benar – benar memperhitungkan kebutuhan masing – 

masing dengan ketentuan setiap Pengadilan Negeri wajib mengoptimalkan 

pemanfaatannya dengan memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum 

Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung 

Pengadilan serta membuat surat pernyataan kesanggupan untuk optimalisasi 

anggaran layanan hukum. 

Demikian untuk menjadi perhatian dan segera dilaksanakan. 

 
 

 

 

Tembusan : 

Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi  
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